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BAB III 

PENUTUP 

A. Simpulan 

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, penulis menyimpulkan sebagai berikut: 

1. Bentuk perlindungan terhadap Tempat Wisata Laut Bunaken yang berupa Peraturan 

Daerah Kota Manado Nomor 7 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Persampahan dan 

Retribusi Pelayanan Kebersihan belum dapat dimaksimalkan dikarenakan , untuk 

masyarakat umum yang membuang sampah secara sembarangan yang menimbulkan 

pencemaran belum diterapkan aturan yang konkrit untuk membuat efek jera. 

Efektivitas hukum juga belum dapat berlaku secara menyeluruh. Masyarakat pedesaan 

kurang memahami dan mengerti mengenai pengolahan sampah dan aturan terkait 

sampah dan lingkungan. hal ini dikarenakan masyarakat kurang mengetahui tentang 

hukum dan peraturan yang berlaku. Karena itu penting membekali masyarakat lewat 

sosialisasi peraturan pengelolaan sampah serta penting dilakukan penegakan hukum 

lewat pemberlakuan sanksi bagi setiap pelenggaranya. Hal ini untuk menjamin 

terlaksananya hukum dan peraturan mengenai pengelolaan sampah di Pulau Bunaken. 

2. Kendala kendala dan solusi terhadap perlindungan hukum Tempat Wisata Laut 

Bunaken  terhadap pelaku pencemaran lingkungan hidup akibat sampah antara lain: 

a. Kendala: 
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1. Aspek hukum dan peraturan sesuai dengan Perda Kota Manado No. 07 

Tahun 2006 tentang pengelolaan sampah dan retribusi pelayanan 

kebersihan belum terlaksana sebagaimana mestinya, hal ini dikarenakan 

masyarakat kurang mengetahui tentang hukum dan peraturan yang 

berlaku.  

2. Aspek Pembiayaan. Karena di Pulau Bunaken tidak terdapat sarana 

pengumpulan sampah sementara (TPS) dan sarana pengumpulan akhir 

(TPA). Oleh karena itu masyarakat tidak membayar retribusi untuk 

pembiayaan penyelenggaraan pengelolaan persampahan. 90% 

masyarakat tidak membayar retribusi sampah karena tidak tahu dan 

menganggap tidak mendapatkan pelayanan secara maksimal dari pihak 

pemerintah. Namun masyarakat bersedia membayar retribusi untuk 

pengelolaan sampah dan pemeliharaan kebersihan di Pulau Bunaken 

dengan syarat ada petugas pengangkut sampah dan penyediaan fasilitas 

sarana pengumpulan sampah sementara.  

b. Solusi 

a. Penegasan Pemerintah Kota Manado mengenai aspek pembiayaan 

sarana pengumpulan sampah semntara (TPS)  

b. Dilakukan sosialisasi pengelolaan sampah kepada masyarakat 

mengenai biaya retribusi pelayanan kebersihan. 

c. Dilakukan penegakan hukum lewat pemberlakuan sanksi terhadap 

masyarakat yang membuang sampah sembarangan. Hal ini untuk 
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menjamin terlaksananya hukum dan peraturan mengenai pengelolaan 

sampah di Bunaken.  

d. Dilakukan sosialisasi oleh Pemerintah mengenai Perda Kota Manado 

No. 1 Tahun 2006 tentang retribusi pelayanan kebersihan sehingga 

masyarakat lebih paham terhadap peraturan tersebut. 

B. Saran 

1. Pemerintah Kota Manado memberikan pelayanan secara maksimal kepada masyarakat, 

seperti menyediakan sarana Tempat Penampungan Sementara (TPS) dan Tempat 

Pengumpulan Akhir (TPA) juga menyediakan petugas pengangkut sampah. Dengan 

begitu, masyarakat dapat membayar retribusi pembiayaan persampahan. Perlu juga 

membekali masyarakat  sosialisasi oleh pemerintah mengenai Perda Kota Manado 

Tahun 2006 tentang Pengelolaan Persampahan dan Retribusi Pelayanan Kebersihan 

agar masyarakat lebih paham tentang hukum dan peraturan yang berlaku. Juga 

dilakukan penegakan hukum lewat pemberlakuan sanksi bagi setiap pelanggarnya 

sesuai dengan Perda Kota Manado Tahun 2006 tentang Pengelolaan Persampahan dan 

Retribusi Pelayanan Kebersihan untuk menjamin terlaksananya hukum dan peraturan 

mengenai pengelolaan sampah di tempah Wisata Laut Bunaken. 

2. Masyarakat Kecamatan Bunaken agar lebih meningkatkan kesadaran akan pentingnya 

membuang sampah pada tempatnya serta menjaga kualitas lingkungan agar tidak 

timbul pencemaran. Disarankan juga masyarakat Kecamatan Bunaken dapat 

menerapkan pengolahan sampah sehingga dapat dikelola dengan baik oleh petugas 

kebersihan.  
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